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BUPATI BANGKALAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BANGKALAN 
NOMOR ~ TAHUN 2019 

TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 

KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKALAN, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Permendagri Nomor 
86 Tahun 201 7 t e n ta n g Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerinlah Daerah; 

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 
2019 ini disusun sebagai dasar penyusunan Kebijakan 
Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020; 

c . bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana lersebul 
pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Tahun 2020. 

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, lambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lenlang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4 700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Ta hun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 725); 

7 . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4846); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembenlukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Nomor4575}; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambaha n 
Lembaran Negara Nomor 4614) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 
Lembara n Negara Nomor 4664) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerinlah, Laporan Kelerangan Perlanggungjawaban dan 
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
kepada Masyarakat(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 
19 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4664); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4817); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4833); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

24. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 
157); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Pera tu ran 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 
611 ); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2014-2019; 
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 
2009 Nomor 4 /E); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 
2010 ten tang Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/E); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah {Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan; 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan; 
2. Pemerintah kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten 

Bangkalan; 
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan; 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsure 

pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Dae rah dalam penyelenggaraan urusan pemerin tahan yang 
menjadi kewenangan daerah; 

5. Rencana Kerja Pemerinlah yang selanjutnya disingkal RKP 
adalah dokumen perencanaaan nasional untuk periode satu 
(1) tahun; 

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 
d,s,ngkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode satu (1) tahun; 
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar 
yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak 
diperoleh setiap Warga Negara secara minimal; 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bangkalan; 

9. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memual kebijakan bidang pendapalan, 
belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun; 
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Pasal4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten BangkaJan. 

Diundangkan di Bangkal~
9 Pada tanggal 2 S JUN 

SEKRETARIS DAfE,.__~,,,,, .... J1BUPATEN BANGKALAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019 

NOMOR JU-/ G · 


